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Semakin berkembangnya Bank syariah membuat tantangan 
yang di hadapi semakin besar, terutama dalam mempertahankan 
reputasi dan nama baik Bank syariah, karena adanya unsur syariah 
tidak menjamin Bank syariah terbebas dari tindakan fraud. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sharia Compliance dan 
Islamic Corporate Governance terhadap tindakan fraud pada Bank 
syariah di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah 
Sharia compliance dengan indikator Islamic Income Ratio, Profit 
Sharing Ratio dan Islamic Investment Ratio, serta Variabel Islamic 
Corporate Governance. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah jumlah internal fraud pada Bank syariah di Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Bank Umum 
Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2016-
2020. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling, dengan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 12 Bank Umum Syariah dengan periode penelitian selama 
5 tahun. Teknik analisis data yang dalam penelitian ini adalah Analisis 
Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis yang diolah 
menggunakan SPSS Versi 26. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Variabel Sharia 
Compliance dengan indikator Islamic Income Ratio berpengaruh 
negatif terhadap fraud, sedangkan Sharia Compliance dengan 
indikator Profit Sharing Ratio dan  Islamic Investment Ratio tidak 
berpengaruh terhadap fraud pada Bank Umum Syariah. Variabel 
Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada 
Bank Umum Syariah. 
 
Kata Kunci  : Sharia Compliance,  Islamic Corporate Governance, 
Fraud, Bank Umum Syariah.




The growing development of Islamic banks makes the 
challenges they face even greater, especially in maintaining the 
reputation and good name of Islamic banks, because the existence of 
elements of sharia does not guarantee that Islamic banks are free from 
fraud. This study aims to analyze the effect of Sharia Compliance and 
Islamic Corporate Governance on fraud at Islamic banks in Indonesia. 
The independent variable used is Sharia compliance with Islamic 
Income Ratio indicators, Profit Sharing Ratio and Islamic Investment 
Ratio, as well as Islamic Corporate Governance variables. The 
dependent variable in this study is the number of internal fraud at 
Islamic banks in Indonesia. 
The population in this study were all Islamic commercial 
banks registered with the Financial Services Authority in the 2016-
2020 period. The sample was selected using purposive sampling 
method, with a total sample used in this study amounted to 12 Islamic 
Commercial Banks with a research period of 5 years. The data 
analysis techniques used in this research are descriptive statistical 
analysis, classical assumption test and hypothesis test which are 
processed using SPSS version 26. 
The results of this study indicate that the Sharia Compliance 
variable with the Islamic Income Ratio indicator has a negative effect 
on fraud, while Sharia Compliance with the Profit Sharing Ratio and 
Islamic Investment Ratio indicators has no effect on fraud in Islamic 
Commercial Banks. The Islamic Corporate Governance variable has 
no effect on fraud in Islamic Commercial Banks. 
 
Keywords: Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal sebelum menguraikan pembahasan 
lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam Skripsi 
ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, dengan harapan 
memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 
Adapun judul Skripsi ini adalah “Analisis Pengaruh Sharia 
Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap 
Tindakan Fraud Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 
2016-2020)”. 
1. Analisis data dalam penelitian adalah  mengelompokkan data 
berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 
berdasarkan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 
yang di teliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 
rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 
hipotesis yang telah diajukan.
1
 
2. Pengaruh dalam istilah penelitian dengan akibat asosiatif 
yaitu: “suatu penelitian yang mencari atau peraturan nilai 
antara satu variabel dengan variabel yang lain.
2
 




4. Islamic Corporate Governance, merupakan tuntutan 
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan 
pada Prinsip Syariah. 
5. Fraud  adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu 
atau organisasi secara sengaja untuk menipu, 
menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu 
                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2019), 206. 
2Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfa Beta,2001), 7. 
3Muhammad Syafei Antonio, Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi 









6. Bank Umum Syariah (BUS), yaitu Bank yang dalam 
aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran 
dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar 
prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.
5
 
Berdasarkan Penjelasan dari istilah-istilah diatas, maka 
dapat dipahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance 
terhadap tindakan fraud pada Bank Umum Syariah periode 2016-
2020. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6
 Saat ini di 
Indonesia di kenal dua jenis Bank, yaitu Bank yang melaksanakan 
kegiatan usahanya secara konvensional dan Bank yang 
menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang 
disebut Bank syariah. 
Perbankan syariah secara esensial berbeda dengan 
perbankan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, 
kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggug jawabnya. Setiap 
institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian 
internal dari sistem syariah yang mana bertujuan untuk 




                                                          
4 Karyono, Forensic Fraud, (Yogyakarta: CV Andi , 2013), 4. 
5Totok Budisantoso, dan Nuritomo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 
ed.3, (Jakarta:Salemba Empat,2018), 207. 
6Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang 
Perbankan. 





Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah,  Perbankan Syariah adalah segala 
sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan 
definisi dari Bank syariah sendiri adalah Bank yang dalam 
kegiatan operasionalnya  mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 
Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara 
Islam. Dalam tata cara bermualat itu dijauhi praktik-praktik yang 
dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba’, untuk diisi dengan 
kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan 
perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman 
Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, 
tetapi tidak dilarang oleh beliau.
8
 
Di Indonesia, munculnya gagasan mengenai Bank Syariah 
yakni pada pertengahan tahun 1970 kemudian dibicarakan pada 
seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan seminar 
Internasional pada tahun 1976. Perbankan Syariah pertama di 
Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan 
hasil kerja tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.
9
 Bank ini 
diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah 
dan dukungan dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia serta 
beberapa pengusaha muslim di Indonesia.
10
 Berdirinya Bank 
Muamalat Indonesia menjadi pelopor berkembangnya perbankan 
syariah di Indonesia dengan bermunculan Bank Syariah lainnya. 
Perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia 
saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan 
sudah memiliki tempat yang memberikan cukup pengaruh dalam 
                                                          
8Edy Wibowo, dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank 
Syariah?, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 33. 
9Khotibul Umam, Trend Pembentukan Bank Syariah Pasca UU No. 21 
Tahun 2008 (Konsep Regulasi dan Implementas), (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 
2009), 79.   
10Budi Sukardi, “Corporate Governance Engineering of Islamic Banking 
and Finance: Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas”, Jurnal 





lingkungan Perbankan Nasional. Sesuai dengan data Statistik 
Perbankan syariah posisi Desember 2020, telah terdapat 14 Bank 
Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 163 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. 
Peningkatan jumlah BUS di Indonesia tidak terlepas dengan 
perkembangan aset, jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiga 
yang dimilikinya. 
Tabel 1.1   
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah  
 di Indonesia Tahun  2016-Desember 2020. 
Tahun 



















2016 13 1869 21 332 166 453 
2017 13 1825 21 344 167 441 
2018 14 1875 20 354 167 495 
2019 14 1919 20 381 164 617 
2020 14 2034 20 392 163 627 
Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2020. 
Tabel 1.1 Menunjukan perkembangan Perbankan syariah 
dimana pada tahun 2017 terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 
bertambah pada tahun 2018 sampai saat ini yaitu terdapat 14 
Bank Umum Syariah di Indonesia. Begitu pula pada Unit Usaha 
Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah( BPRS) 
yang setiap tahunnya terus mengalami Perkembangan. 
Semakin berkembangnya Bank Syariah membuat 
tantangan yang dihadapi semakin besar, terutama dalam 
mempertahankan reputasi dan nama baik agar nasabah akan tetap 
percaya dan loyal terhadap Bank Syariah. Kemudian muncul 
pertanyaan apakah adanya unsur syariah menjamin suatu Bank 





Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fraud adalah 
tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan 
untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, 
atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank atau 
menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, 
nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku fraud 




Di Indonesia, beberapa Bank syariah pernah mengalami 
fraud dengan berbagai modus dan tujuan. Pada tahun 2018, kasus 
fraud terjadi pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah 
yang masih terlilit kasus dugaan kredit fiktif sehingga merugikan 
perseroan senilai Rp 548 miliar. Ternyata, kredit fiktif yang 
melibatkan PLT Direktur Utama Yocie Gusman tersebut bukan 
satu-satunya kasus yang terjadi. Berdasarkan Laporan Corporate 
Governance tahun 2018, tercatat ada 4 kasus penyimpangan 
(internal fraud) yang mempengaruhi kegiatan operasional Bank 
dan kondisi keuangan secara signifikan.
12
 
Kasus penggelapan tabungan di Bank Muamalat Cabang 
Mataram turut menambah daftar fraud pada Bank Syariah di 
Indonesia. Kasus tersebut melibatkan salah satu karyawan yang 
bekerja di bagian pemasaran Bank Muamalat Cabang Mataram 
yang dengan sengaja tidak mencatat transaksi keuangan milik 
nasabah kedalam Laporan Keuangan Bank. Dari kasus tersebut 
mengakibatkan pihak Bank mengalami kerugian sebesar Rp 9 
miliar. Kasus penggelapan uang juga pernah terjadi pada Bank 
Bukopin Syariah Cabang Medan yang mengakibatkan kerugian 
sebesar Rp 1,3 miliar. Pelaku tak lain adalah dua mantan pegawai 
staff information technology (IT) dan internal control bagian 
pendebetan yang memanipulasi transaksi debet tersebut.  
                                                          
11Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP,  Penerapan Strategi Anti 
Fraud bagi Bank Umum, 2011, di akses 20 desember 2021, 14:15. 
12https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-





Dengan munculnya kasus-kasus fraud yang terjadi di 
Lembaga keuangan syariah membuktikan bahwa tidak ada 
jaminan bahwa Lembaga keuangan syariah bebas dari tindakan 
fraud. Dan dapat diketahui bahwa sebagian besar tindakan 
tersebut dilakukan oleh pihak internal Bank itu sendiri. Pada 
dasarnya semua pihak berharap Bank syariah memiliki ketahanan 
lebih kuat dan terbebas dari resiko fraud, meskipun telah banyak 
kebijakan dan regulasi yang mengawasi kegiatannya, akan tetapi 
faktanya setiap orang mempunyai peluang untuk melakukan 
kecurangan. 
Fraud atau kecurangan dalam pandangan Islam 
merupakan perbuatan yang tercela, karena hal tersebut sudah 
merugikan orang lain. Jika manusia melakukan perbuatan 
kecurangan maka orang tersebut sudah tidak menghargai 
kejujuran dalam mencapai suatu tujuan. Sebagaimana di dalam 
Al- Qur’an sudah tercantum larangan untuk melakukan tindakan 
kecurangan. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Muthafifin 
ayat 1-7 : 
                          
                        
                         
            
1. "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 
lain mereka minta dipenuhi, 
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, 
mereka mengurangi, 
4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya 





5. Pada suatu hari yang besar, 
6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta 
alam, 
7. Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang 
yang durhaka tersimpan dalam sijjin.”  
(Q.S Al-Muthafifin: 1-7). 
 
Adapun yang mendasari penelitian ini ialah munculnya 
isu-isu mengenai lemahnya tata kelola perusahaan pada 
perbankan syariah yang semakin menarik perhatian para pakar 
Ekonomi dan Keuangan Islam. Terkait dengan kelemahan tata 
kelola perusahaan Perbankan syariah, salah satunya menyangkut 
Sharia Compliance, dimana manajemen Bank Syariah belum 
dapat memberikan jaminan kepatuhan syariah yang baik pada 
setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan.
13
 
Selain Sharia Compliance, Tata kelola perusahaan berdasarkan 
prinsip syariah (Islamic Corporate Governance) juga memiliki 
peranan penting dalam mencegah terjadinya  fraud pada Bank 
syariah. Islamic Corporate governance merupakan alat untuk 
menumbuhkan integritas perusahaan dan menumbuhkan 
kepercayaan stackholders, sehingga ketika perusahaan 
menerapkan tata kelola yang baik secara berkesinambung maka 
ini akan menjadi modal perusahaan dalam menghadapi 
persaingan.
14
    
Menurut Arens, dkk., fraud yang terjadi dalam organisasi 
biasanya disebabkan oleh lemahnya kontrol yang dilakukan oleh 
pihak manajemen, disamping itu fraud juga disebabkan oleh tiga 
komponen yang biasanya disebut dengan fraud triangle yaitu: 
                                                          
13 Nova Rini, “The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) 
on Sharia Banking in Indonesia,” TIJAB (The International Journal of Applied 
Business) vol.2, no.1 (2019): 30,  https://doi.org/10.20473/tijab.V2.I1.2018.29-38. 
14 Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, Good Corporate Governance , 





tekanan, kesempatan dan sikap.
15
 Sebagai entitas yang memiliki 
karakter khusus, Lembaga keuangan syariah memiliki risiko 
yang tinggi dalam pengelolaannya sehingga dibutuhkan prinsip 
kehati-hatian bagi para pelakunya sebagai upaya pencegahan 
terjadinya fraud.
16
   
Adraeny dan Putri dalam penelitian Hameed et. Al.,  
Alternatif and Measures Performance for Islamic Bank’s 
memberikan pedoman tentang indikator kepatuhan syariah yang 
disebut dengan Islamic Disclosure Index (IDI) yang terdiri dari 
tiga indikator berupa Sharia Compliance, Corporate 
Governance, dan Social/environment Disclosure. Untuk 
mengukur Sharia Compliance dapat menggunakan pengukuran 
islam yang telah di kembangkan menjadi beberapa pengukuran 
antara lain : Profit Sharing Ratio, Zakat Performace Ratio, 
Equitable Distribution Ratio, Directors Employees welfare Ratio, 
Islamic Investment vs Non Investment Ratio, Islamic Income vs 
Non Income Ratio, dan AAOIFI Index.
17
   
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan 
oleh Fadhistri dan Dedik, dengan hasil Islamic Corporate 
Governance secara parsial berpengaruh positif terhadap indikasi 
terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah. Sharia Compliance 
dengan proksi Islamic income ratio secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap indikasi terjadinya fraud pada Bank Umum 
Syariah. Sedangkan Sharia Compliance dengan proksi profit 
sharing ratio secara parsial berpengaruh negatif terhadap indikasi 
terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah.
18
 Penelitian 
                                                          
15Alvin A Arens, Randal J Elder, dan Mark S Beasley, Auditing dan jasa 
assurance pendekatan Terintegrasi Jilid I, 12 ed. (Jakarta: Erlangga, 2008), 96. 
16Atik Emilia Sula, Moh.Nizarul Alim, dan Prasetyo, “Peran Pengawasan, 
strategi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive 
pada Lembaga Keuangan Syariah,” JAFFA, vol.2, no.2 (2014): 91-100,  
https://doi.org/10.21107/jaffa.v2i2.764. 
17Dita Andreany, dan Dessy Diana Putri, “Islamicity Financial Performance 
Index in Indonesian Islamic Banks,” Journal Of Economics and Business, vol.2, no.3 
(2017) : 322, http://dx.doi.org/10.22515/shirkah.v2i3.170.  
18Karina Amanna Fadhistri “Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan 
Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah 





mengenai pengaruh Islamic Corporate Governance  menurut 
Rifqi dkk., bernilai negatif terhadap tindakan fraud di Bank 
syariah. Penelitian ini sependapat dengan penelitian Najib dan 
Rini yang menyimpulkan bahwa Islamic Corporate Governance 
tidak berpengaruh terhadap fraud pada Bank syariah dikarenakan 
tata kelola bank syariah masih sulit dilaksanakan.  
Penelitian ini secara garis besar dilakukan untuk 
menjelaskan gejala-gejala yang terjadi terkait dengan variabel-
variabel yang berpengaruh terhadap tindakan fraud pada 
Perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan 3 indikator dari 
pengukuran Sharia Compliance yaitu: Islamic Income Ratio 
(IsIR) merupakan rasio pendapatan halal dan non halal yang 
diterima Bank Syariah, Profit Sharing Ratio (PSR) merupakan 
rasio pembiayaan bagi hasil yang diukur dengan pembiayaan 
mudarabah dan musyarakah yang dilakukan bank terhadap total 
pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dan Islamic 
Investment Ratio (IIR) merupakan  Rasio investasi Islam yang 
digunakan untuk melihat persentase dari investasi Islam yang 
dilakukan Bank terhadap keseluruhan investasi.
19
 Sedangkan 
instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur Islamic 
Corporate Governance yaitu menggunakan nilai komposit hasil 
Self assesment yang diungkapkan dalam  Laporan pelaksanaan 
tata kelola perusahaan masing-masing Bank Umum Syariah. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti 
termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 
Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate 
Governance Terhadap Tindakan Fraud Pada Bank Syariah 
Di Indonesia ( Periode 2016-2020)”. 
 
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari Latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 
yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
                                                          
19Marheni, “Analisis Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah terhadap Kesehatan 
Finansial dan Fraud pada Bank Umum Syariah,” Jurnal Ilmu Syari’ah dan 





1. Semakin berkembangnya Bank umum syariah menyebabkan 
tantangan yang dihadapi semakin besar, seperti banyaknya 
kasus fraud yang terjadi di Bank syariah. 
2. Lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan 
syariah mempengaruhi kinerja serta memberikan peluang 
terjadinya fraud pada Bank syariah. 
3. Meskipun telah banyak kebijakan dan regulasi yang 
mnegawasi kegiatan Bank, faktanya setiap orang mempunya 
peluang untuk melakukan kecurangan dan sebagian besar 
kecurangan berasal dari pihak internal Bank itu sendiri 
(internal fraud). 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian 
dilakukan secara fokus, maka perlu adanya batasan masalah. 
Peneliti membatasi masalah secara khusus yaitu :  
1. Faktor yang mempengaruhi fraud pada Bank Syariah yaitu 
Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance. 
Sharia Compliance dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan 3 (tiga) proksi.  Proksi tersebut terdiri dari: 
Islamic Income Ratio (X1), Profit Sharing Ratio (X2) dan 
Islamic Invesment Ratio (X3) yang diungkapkan dalam 
Laporan Keuangan masing-masing Bank Syariah. Islamic 
Corporate Governance sebagai variabel (X4) ditujukan 
dengan nilai komposti hasil Self Assesment yang diungkapkan 
dalam Laporan Pelaksanaan Tata kelola perusahaan masing-
masing Bank Umum Syariah, 
2. Dengan banyaknya fenomena yang dihadapi perusahaan 
mengenai fraud, Penelitian ini difokuskan Pada fraud sebagai 
variable (Y) yang terjadi di dalam hubungan kerja (internal 
fraud).   
3. Priode penelitiaan ini hanya di batasi Periode 2016-2020, 
sehingga data dan hasil penelitian yang di peroleh 







D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah Sharia Compliance berpengaruh terhadap tindakan 
fraud pada Bank Syariah di Indonesia selama periode 2016-
2020 ? 
2. Apakah Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap 
tindakan fraud pada Bank syariah di Indonesia selama Periode 
2016-2020 ? 
 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini 
memiliki tujuan sebagai berikut:  
1. Untuk menganalisis pengaruh Sharia Compliance terhadap 
tindakan fraud pada Bank Syariah di Indonesia selama 
periode 2016-2020. 
2. Untuk menganalisis pengaruh Islamic Corporate Governance 
terhadap tindakan fraud pada Bank syariah di Indonesia 
selama Periode 2016-2020. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah 
mengungkapkan hasil penelitian merupakan hal penting dari 
sebuah penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah , penelitian ini 
bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khususnya 
mengenai pengaruh Sharia Compliance dan Islamic 






b. Penelitian selanjutnya, menjadi referensi bagi penelitian 
selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh sharia 
compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap 
tindakan fraud pada Bank syariah. 
c. Penulis, Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
penulis sebagai pemahaman yang lebih mendalam lagi 
mengenai Perbankan syariah khususnya mengenai 
pengaruh sharia compliance dan Islamic Corporate 
Governance terhadap tindakan fraud pada bank syariah 
serta salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Raden Intan Lampung. 
2. Manfaat Praktis 
a. Pemilik dan pegawai bank syariah, menjadi referensi 
dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan di 
dalam Bank syariah. 
b. Auditor, menjadi referensi dalam upaya untuk memeriksa 
dan meneliti apakah terjadi dan terdapat unsur kecurangan 
dalam Bank syariah. 
c. Nasabah ataupun pihak lain yang berkaitan dengan Bank 
syariah, menjadi referensi dalam menilai kemungkinan 
terjadinya kecurangan dalam Bank syariah. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Penelitian yang di lakukan oleh Haifa Najib dan Rini, 
Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta pada tahun 2016 yang berjudul: “Sharia 
Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud Pada 
Bank Syariah.” Hasil dari penelitian tersebut adalah Islamic 





Islamic income ratio dan proksi Islamic investment ratio 
tidak berpengaruh terhadap fraud pada Bank syariah, 
sedangkan sharia compliance dengan proksi profit sharing 
ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada 
Bank syariah. Sampel diambil dengan teknik Purposive 
Sampling sebanyak 12 Bank umum syariah. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
20
 
2. Penelitian yang di lakukan oleh Karina Amanna Fadhistri 
Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi 
Bisnis, Universitas Telkom pada tahun 2019 yang berjudul 
“Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia 
Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank 
Umum Syariah Di Indonesia  (Studi Empiris pada Bank 
Umum Syariah Periode 2014-2017).” Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel Islamic Corporate Governance 
memiliki pengaruh positif terhadap indikasi terjadinya fraud 
pada Bank Umum Syariah, Shariah Compliance dengan 
proksi Profit Sharing Ratio memiliki pengaruh negatif 
terhadap indikasi terjadinya frud pada Bank Umum Syariah. 
Sedangkan Sharia Compliance dengan proksi Islamic Income 
Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya 
frud pada Bank Umum Syariah. Sampel dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Pada penelitian 
ini terdapat 11 Bank Umum Syariah dengan periode 
penelitian 4 tahun sehingga total sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 44. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik yang 
diolah menggunakan SPSS versi 22.
21
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Muhammad, Ratna 
Kusumadewi dan Samsuber Saleh pada tahun 2019 yang 
berjudul: “Analisis Pengaruh Sharia Compliance Dan 
                                                          
20Haifa Najib, dan Rini, “ Sharia Compliance, Islamic Corporate 
Governance dan Fraud Pada Bank Syariah,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 
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Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud .” 
Hasil dari penelitian tersebut adalah Profit Sharing Ratio dan 
Islamic Investment Ratio memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap tindakan fraud. Sedangkan variable independen 
Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio dan Islamic 
Corporate Governance tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap tindakan fraud. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel untuk 
periode 2013-2017 dengan sampel 12 Bank Syariah di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
Regresi Data Panel dengan software E-views 7.0.
22
 
4. Penelitian yang di lakukan oleh Ayu Irmasari Raharjanti 
Mahasiswa IAIN Surakarta pada tahun 2018 yang 
berjudul: “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap 
Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017.” Hasil 
dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 
Governance tidak berpengaruh terhadap Internal Fraud Unit 
Usaha Syariah, karena hanya memiliki nilai Adjusted R 
Square 13,6%, maka penelitian selanjutnya dapat 
menambahkan variable lain yang perpotensi memiliki 
pengaruh terhadap tindak fraud. Penelitian ini menggunakan 
10 dari 20 UUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 
sample tersebut didapat berdasarkan purposive sampling 
dengan melihat publikasi laporan Tata Kelola Perusahaan 
pada website masing-masing Bank syariah. Menggunakan 
nilai self-assesment Corporate Governance yang diolah 
dengan rumus regresi linier sederhana SPSS 23.
23
 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani dan 
Rahmawaty Mahasiswa Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala 
                                                          
22Rifki Muhammad, Ratna Kusumadewi, dan Samsuber Saleh, “Analisis 
Pengaruh Syari’ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap 
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https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2202. 
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terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017,” Academica : Journal 





pada tahun 2017 yang berjudul: “Pengaruh Islamic 
Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap 
Indikasi Terjadinya Fraud  Pada Bank Umum Syariah Di 
Indonesia” Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Islamic 
Corporate Governance dengan proksi pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
direksi dan internal control secara bersama-sama tidak 
berpengaruh terhadap indikasi terjadinya fraud pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling, dari 12 Bank 
syariah di Indonesia, 9 Bank syariah dipilih sebagai sampel 
dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan 
pernyataan tata kelola perusahaan yang baik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dokumenter. Data dianalisis dengan analisis statistik 
menggunakan analisis regresi berganda dan diolah oleh 




Telah dikemukakan dari penelitian-penelitian diatas, 
terdapat  perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian 
yang dilakukan oleh penulis, yaitu:  
1. Periode penelitian, dimana pada penelitian ini menggunakan 
periode 2016-2020, karena penulis ingin meneliti dengan 
periode terbaru, sehingga hasil yang diperoleh akan 
menggambarkan situasi perusahaan saat ini.  
2. Perbedaan dari indikator yang diteliti pada Variabel Sharia 
Compliance, yaitu pada penelitian ini Variabel Sharia 
Compliance menggunakan indikator Islamic Income Ratio, 
Profis Sharing Ratio dan Islamic Investmen Ratio.  
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Selain itu, persamaan yang penulis lakukan saat ini 
dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada 
Variabel (X) Sharia Compliance dan Islamic Corporate 
Governance serta Variabel (Y) Fraud. Sampel yang diambil 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Selain itu juga 
penelitian ini juga menggunakan Objek Bank Umum Syariah di 
Indonesia. 
 
H. Sistematika Penulisan 
 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah yang 
melatarbelakangi penelitian, identifikasi dan batasan masalah, 
rumusan masalah yang akan di teliti, tujuan dari penelitian, 
manfaat dari  penelitian, kajian penelitian-penelitian dahulu yang 
relevan dan sistematika penulisan.  
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan landasan teori yang terdiri dari: Fraud, Bank 
Syariah, Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance, 
serta menjelaskan mengenai Perumusan hipotesis dan Kerangka 
pemikiran  
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai Ruang lingkup penelitian, teknik 
pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis 
data dan uji hipotesis. 
BAB IV ANALISI DATA 
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, 
analisis data dan pembasahan meliputi analisis tiap variabel, 
pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 





LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
 
A. Agency Theory (Teori Keagenan) 
Teori Keagenan merupakan sekelompok gagasan 
mengenai pengendalian organisasi yang didasarkan pada 
keyakinan bahwa pemisahan kepemilikan dengan manajemen 
menimbulkan potensi bahwa keinginan pemilik diabaikan.
25
 
Teori agensi merupakan suatu hal utama yang digunakan untuk  
memahami hubungan antara principal dan agent. Hubungan 
agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) 
mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa 
dan kemudian mendelegasikan wewenang pengembalian 
keputusan kepada agent tersebut.
26
 Adanya pemisahan antara 
kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat berpotensi 
menimbulkan konflik yang disebut agency conflict. Konflik ini 
terjadi akibat kepentingan yang saling bertentangan antara kedua 
belah pihak, yaitu principal dan agent.
 
Teori agensi memiliki 
asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh 
kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 
kepentingan antara principal dan agent.
27
 
Selanjutnya pemisahan principal dan agent juga 
menimbulkan asimetri informasi yaitu keadaan dimana agent 
memiliki akses informasi yan tidak dimiliki oleh principal. 
Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia,   setiap   orang memiliki 
kecenderungan untuk berbuat dengan mementingkan 
kepentingannya sendiri. Kepentingan yang berbeda dapat 
membuat agen menyalahgunakan kewajibannya dalam  
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menyampaikan informasi kepada pemilik dengan cara menahan 
informasi yang diminta pemilik bila menguntungkan bagi agent.
28
  
Informasi tidak simeetri dan perbedaan kepentingan ini 
menimbulkan fenomena pemilihan yang keliru (adverse 
selection) dan bahaya moral (moral hazard) dalam sistem 
keuangan. Adverse selection merupakan keputusan salah memilih 
karena adanya imformasi tidak simetrisebelum suatu kegiatan 
bisnis terjadi. Informasi tidak simetro menyebabkan salah pilih 
karena terdapat informasi yang tersembunyi (hidden information) 
apabila suatu kontrak kerjasama akan dijalankan. Bahaya moral 
mengacu pada kesan etika dati tindakan manajer dalam 
memaksimalkan kegunaan (utilitas) kepemilikan pemegang 
saham yang menyebabkan kerusakan (kerugian) yang lain. 
Perilaku moral hazard terjadi setelah terjadinya kegiatan bisnis 
setelah akibat dari tindakan tersembunyi.
29
  
Hubungan antara Agency Theory dengan fraud pada Bank 
syariah yaitu dimana fraud (kecurangan) merupakan akibat yang 
mungkin timbul dari adanya agency problem yaitu asimetri 
informasi, dimana informasi yang dimiliki oleh agent 
dipergunakan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri 
atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi principal 
maupun perusahaan. Meskipun Bank syariah menggunakan 
prinsip-prinsip  syariah tidak menjamin Bank syariah terbebas dari 
tindakan fraud karena fraud bisa berasal dari lingkungan internal 
Bank itu sendiri. Selain itu adanya konflik kepentingan dari agent 
dan principal dapat menyebabkan Bank syariah sebagai agent 
menghadapi berbagai pressure (tekanan) untuk menemukan cara 
agar kinerja bank syariah selalu meningkat dengan harapan bahwa 
meningkatnya kinerja maka principal memberikan suatu bentuk 
apresiasi terhadap Bank tersebut 
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B. Sharia Enterprise Theory 
Sharia Enterprise theory merupakan suatu teori akuntansi 
tentang ekuitas atau kepemilikan atas suatu organisasi atau 
entitas.
30
 Sharia Enterprise Theory menjelaskan bahwa aksioma 
terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan 
konsepnya adalah Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik 
Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada didunia ini.
31
 
Sehingga sebagai penerima amanah, manusia hanyalah memiliki 
hak guna pakai dan bukannya hak milik, yang di dalamnya 
melekat pertanggungjawaban untuk menggunakan amanah itu 




Syariah enterprise theory memiliki pandangan dalam 
distribusi kekayaan (wealth) atau nilai tambah (value added) tidak 
hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisan 
yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan 
perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), 
tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak tekait secara langsung 
terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, syariah enterprise 
theory akan membawa kemaslahatan bagistockholders, 
stakehoders, masyarakat dan lingkungan alam tanpa 
meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai 
manifestasi ibadah kepada Allah. Implikasi Teori Syariah 
Enterprise pada penelitain ini dimana bank umum syariah harus 
berlandaskan syariah enterprise theory dalam melaksanakan 
tugasnya, karena bank umum syariah tidak hanya 
                                                          
30Elvyra Soedarso, “Penilaian Kinerja Fisik (Iviateri) Koperasi Syari’ah 
Menurut Perspektif Shari’ate Enterprise Theory Dengan Nilai Tambah Syari’ah Dan 
Zakat Sebagai Indikator,” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, (2013), 2, 
https://doi.org/10.17509/jrak.v1i3.6701 
31Iwan Triyuwono, “Akuntansi Syariah perspektif, metodologi, dan Teori” 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 356. 
32Soedarso, “Penilaian Kinerja Fisik (Iviateri) Koperasi Syari’ah Menurut 
Perspektif Shari’ate Enterprise Theory Dengan Nilai Tambah Syari’ah Dan Zakat 





bertanggungjawab kepada pemilik melainkan kepada stakeholder 
dan Allah SWT. 
33
 
Penerapan prinsip syariah enterprise  theory pada bank 
umum syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, 
dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah 
ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan 
penerapan good corporate governance dalam menerapkan prinsip 
tersebut memungkinkan bank untuk mendapatakan katagori 
sebagai bank sehat. Bank umum syariah juga akan lebih hati-hati 
dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir 
tindak kecurangan  yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip 
syariah enterprise theory bank umum syariah harus memberikan 
informasi yangakurat dan transparan, sehingga pemilik modal 
yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang di 




C. Bank Syariah 
1. Sejarah Bank Syariah 
Seacara umum Bank adalah Lemabaga yang 
melaksanakan tiga fungsi, yaitu menerima simpanan uang, 
meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. 
Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang 
dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi 
bagian dari tradisi umat Islam sejak Zaman Rasulullah SAW. 
Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-amin, 
dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, 
sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia 
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meminta Ali bin Ali Thabil r.a untuk mengembalikan semua 
titipan itu kepada para pemiliknya.
35
   
Pada zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut 
dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya 
melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani 
Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu 
individu. Fungsi-fungsi Perbankan yang dilakukan oleh satu 




Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang 
dilakukan oleh perorangan (jihbiz) kemudian dilakukan oleh 
industri yang saat ini dikenal sebagai Bank. Ketika bangsa 
Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai 
timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan 
instrumen bunga yang dalam pandangan fiqih adalag riba’ dan 
oleh karenanya haram. Oleh karena itu disejumlah negara 
Islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai timbul 




Perintisan penerapan sistem bagi hasil, sebagai inti 
bisnis lembaga keuangan syariah telah ada sejak tahun 1940-
an, yaitu dalam upaya mengelola dana jamaah haji di Pakistan 
dan Malaysia. Kemudian pada tahun 1963, berdiri Islamic 
Rural Bank di daerah Mit Ghamar, yang mana menjadi 
tonggak sejarah perkembangan Bank syariah. Bank syariah 
tersebut didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar yang 
permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963-
1967 di Kairo Mesir.
38
 
                                                          
35Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 5 ed 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), 18. 
36Adiwarman A.Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 63. 
37Ibid, 72.  
38Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian 





Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan berdirinya 
Islamic Development Bank (IDB) atas prakarsa sidang 
Menteri luar negeri negara-negara OKI (Organisasi 
Konferensi Islam) pada tahun 1970 di Pakistan, pada tahun 
1973 di Libiya, dan pada tahun 1975 di Jeddah. Dalam sidang 
tersebut diusulkan penghapusan sistem bunga dan 
menggantinya dengan sistem bagi hasil.
39
 
Dengan berdirinya IDB, maka memotivasi negara 
Islam untuk mendirikan Lembaga keuangan syariah. Bank 
syariah pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic 
Bank yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok 
usahawan muslim dari berbagai negara. Salah satu negara 
pelopor sistem Perbankan syariah secara nasional adalah 
Pakistan. Hal ini ditandai dengan pemerintahan Pakistan 
mengonversikan seluruh sistem Perbankan di negaranya 
menjadi sistem Perbankan syariah pada tahun 1985. Bahkan 
sebelumnya pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan di 
Pakistan telah menghapus sistem bunga.
40
 
Di Indonesia pelopor Perbankan syariah adalah Bank 
Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, Bank ini diprakarsai 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta 
dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 
dan beberapa pengusaha muslim. Pada tanggal 3 November 
1991, dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat 
dipenuhimdengan total komitmen modal disetor awal sebesar 
Rp.106.126.382.00,00. Dengan modal awal tersebut, Bank 
Muamalat Indonesia mulai beroperasi hingga September 
1999, telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta.
41
 
Dalam perkembangan selanjutnya, dari kehadiran 
Bank syariah di Indonesia sangat mengembirakan. Disamping 
BMI saat itu juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah 
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seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya 
berdiri Bank syariah dari Cabang Bank konvensional yang 
sudah ada seperti BNI, BCA, Bank Bukopin dan lain 
sebagainya.
42
 Hingga saat ini perkembangan Perbankan 
syariah sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan 
sudah memberikan cukup pengaruh dalam ruang lingkup 
Perbankan Nasional. 
2. Pengertian Bank Syariah 
Bank berasal dari kata bangue (bahasa Perancis) dan 
dari kata banco (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau 
bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari 
Bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk 
menitipkan uang dengan aman (safe keeping function) dan 
kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang 
dan jasa (transaction function).
43
 
Bank syariah adalah Lembaga keuangan yang 
kegiatan operasional dan produk yang dikembangkan 
berlandaskan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Dengan kata lain, 
Bank syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan pembiayaan dan jasa lainya dalam lalu lintas 
pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 
harus sesuai dengan prinsip syariat Islam.
44
 Sudarsono 
menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan 
yang usaha pokoknya memberikan kredit dan Jasa-jasa lain 
dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
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Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan 
syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank syariah 
dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahannya”.
46
 Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara 
bermualat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan 
mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-




Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang 
berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil 
melalui aktivitas kegiatan usaha, yakni investasi, jual beli dan 
lainnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam (Al-Quran dan As-Sunah) antara 
Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan 
kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 
dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. 
Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, maslahat, 
sistem zakat, bebas dari bunga (riba’), bebas dari kegiatan 
spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (maysir), 
bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), 
dan bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil). 
Sementara nilai-nilai mikro adalah sifat-sifat mulia yang 




3. Dasar Hukum Bank Syariah 
Di dalam mengoperasionalkan Bank syariah, Dasar 
hukum pertama adalah Al-Qur’an dan Hadits. Al- Qur’an 
dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya 
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apapun sumber atau dalil hukum syara’ yang lain tetap 




Berikut adalah ayat di dalam Al-Qur’an Surah Al-
Baqarah ayat 275, sebagai dasar operasional  Bank syariah : 
                  
                          
        (البقرة:٥٧٢) 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba’ tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba’, 
padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan 
mengharamkan riba’.” (Q.S. Al-Baqarah: 275) 
Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis 
empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. 
Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan 
perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis 
empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang 
baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. 
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Hubungan yang bersifat akomodatif antara 
masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan 
lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani 
transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank 
syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan 
dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat 
rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 
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1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 
tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. 
Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 
mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), 
dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan 
moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian 
dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang 
mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan 
prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 
Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
51
  
4. Karakteristik Perbankan Syariah 
Direktorat Perbankan Syariah BI menguraikan ada 
Tujuh karakteristik utama yang yang menjadi landasan 
pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan 
bagi nasabah yang telah loyal. Ketujuh karakteristik ini 
adalah: 
a. Universal, Memandang bahwa Bank syariah berlaku untuk 
setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan 
ekonomi maupun perbedaan agama. 
b. Adil, Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak 
menerima serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan dan 
melarang adanya unsur maysir, gharar, haram, riba’. 
c. Transparan, Dalam kegiatannya bank syariah sangat 
terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat 
d. Seimbang, Mengembangkan sektor keuangan melalui 
aktifitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan 
sektor ril dan UMKM. 
e. Maslahat yaitu Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi 
seluruh aspek kehidupan. 
f. Variatif, Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan 
umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang 
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berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada 
produk jasa custodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran  
g. Fasilitas, Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, 
wakaf, dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, 




5. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah 
Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 
tentang perbankan syariah pasal 4, dijelaskan fungsi Bank 
syariah sebagai berikut:
53
   
 
a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 
b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial 
dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana 
yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana 
sosial lainya dan menyalurkannya kepada organisasi 
pengelola zakat.  
c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial 
yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkanya 
kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak 
pemberi wakaf (wakif).  
d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas 
dibandingkan dengan Bank konvensional, berkaitan dengan 
keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban 
moral yang disandangnya, Bank syariah juga bertujuan 
sebagai berikut : 
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a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai 
sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan 
pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat 
mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan 
pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode 
bagi hasil akan membantu orang yang lemah 
permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah 
untuk mengembangkan usahanya. 
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam 
proses pembangunan karena keengganan sebagian 
masyarakat untuk berhubungan dengan Bank yang 
disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab 
oleh Bank syariah.  
c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis 
dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya.  
d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada Bank syariah 
dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui Bank-





Secara umum fraud bisa diartikan sebagai kecurangan, 
meliputi berbagai tindakan melawan hukum.
55
 Menurut Tunggal, 
fraud adalah penipuan yang di sengaja, umumnya di terangkan 
berbagai kebohongan, penjiplakan, pencurian dan kecurangan ini 
dapat dilakukan oleh pelanggan, kreditor, investor, pemasok, 
Banker, penjamin asuransi atau pihak pemerintah. Hal ini berarti 
bahwa kecurangan tidak hanya di lakukan oleh orang di dalam 
(internal) organisasi saja tetapi juga pihak luar (eksternal) karena 
setiap orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan 
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Menurut Association Of Certified Fraud Examination 
(ACFE) memperluas definisi fraud yaitu tidak hanya mengenai 
kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset, 
melainkan juga termasuk korupsi. Korupsi yang dimaksud disini 
meliputi pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap 




Fraud (kecurangan) yang terjadi di dalam organisasi 
biasanya disebabkan oleh lemahnya kontrol yang dilakukan oleh 
pihak manajemen, disamping itu fraud juga disebabkan oleh tiga 
komponen yang disebut fraud triangel yaitu :  Tekanan 













       Gambar  2.1 
     Fraud Triangel  
Sumber: Data diolah, 2021. 
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1. Tekanan (Pressure) adalah motivasi seseorang untuk 
melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan 
gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, 
mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan 
ketidakpuasakan kerja. Seseorang atau sekelompok orang 
akan melakukan fraud jika dalam diri mereka ada tekanan 
atau dorongan yang dapat timbul dari berbagai situasi, 
misalnya kebutuhan yang mendesak (anggota keluarga yang 
sakit), mungkin ada tekanan dari pihak lain seperti tekanan 
dari atasan untuk melakukan kecurangan, ketidakpuasan 
terhadap perusahaan tempat kerja, adanya sikap rakus 
(greedy) dan yang lainnya.
59
 
2. Adanya peluang (Opportunity) merupakan salah satu elemen 
pendukung terlaksananya tindakan kecurangan. Seseorang 
akan melakukan suatu kecurangan apabila terdapat 
kesempatan untuk melakukannya, dan kesempatan tersebut 
dapat diambil apabila kecurangan tersebut berisiko kecil 
untuk dideteksi. Kesempatan dapat timbul karena lemahnya 
pengendalian internal di organisasi, kurangnya pengawasan, 
dan/atau penyalahgunaan wewenang sehingga terbukanya 
kesempatan dapat menggoda individu atau kelompok yang 




3. Kecenderungan seseorang untuk membenarkan apapun 
tindakannya disebut dengan Rasionalisasi. Seseorang akan 
tetap membenarkan kesalahan mereka agar mereka tetap 
merasa nyaman dalam melakukan suatu tindakan salah secara 
terus-menerus. Pelaku fraud biasanya yakin bahwa tindakan 
fraud yang dilakukannya bukan kecurangan melainkan 
sesuatu yang merupakan haknya, dan menurut mereka 
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seharusnya perusahaan dapat mengerti karena mereka telah 
banyak berbuat jasa untuk perusahaan.  
Pelaku tindak kecurangan fraud  ditentukan oleh 
kewenangan, pengambilan keputusan orang yang dapat akses ke 
informasi dan akses terhadap aset. Dengan demikian peluang atau 
kesempatan merupakan pendorong tindak kriminal. Berdasarkan 
hasil Survei oleh Ernd & Young Consulting, profil pelaku fraud, 
antara lain: 
a. Berpendidikan dan cerdas. 
b. Para Pimpinan atau para manajer suatu organisasi 
c. Menderita tekanan (stres) baik tekanan keluarga, keuangan 
maupun tekanan sosial lain. 
d. Penantang resiko 
e. Pelanggar aturan dan tidak memperhitungkan risiko dalam 
bertindak. 
f. Serakah atau selalu merasa tidak puas. 
 
Kecurangan dapat juga diklasifikasikan menurut pelaku 
kecurangannya yaitu kecurangan dari dalam organisasi (intern) 
dan dari luar organisasi (ekstern). Kecurangan oleh pelaku intern 
organisasi terdiri atas kecurangan manajemen dan kecurangan 
karyawan. 
1. Kecurangan manajemen (Management fraud) 
Kecurangan manajemen antara lain berupa kesalahan 
penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit 
organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam 
peran manajerial, dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan dari kecurangan tersebut. Manajemen fraud 
dilakukan oleh manajer puncak dalam suatu perusahaan yang 
dengan sengaja memberikan data informasi yang salah 
kepada para pemegang saham, kreditur, fiskus, maupun 






Pada manajemen fraud dikenal pula white collar  atau 
kejahatan kerah putih. Edwin Sutherland mendefinisikan 
white collar crime sebagai “a crime committed by person of 
respectability and high social status in the coerce of his 
occupation” (kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan 
status sosial tinggi dan dihormati yang dilakukan dalam 
rangka pekerjaannya). Suatu kejahatan kerah putih diartikan 
sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang 
bekerja pada suatu organisasi dalam posisi yang diberi 
kepercayaan. Posisi tersebut mengandung arti sebagai posisi 
yang berkuasa atas sejumlah orang dan atau sejumlah harta 
kekayaan milik orang lain, biasanya harta pemilik organisasi 
atau harta dalam penggunaan secara hukum atau 




Tidak sama dengan kejahatan tradisional, tujuan white 
collar crime adalah untuk mencuri uang dalam jumlah yang 
relatif besar dan modus operasinya dengan menggunakan 
teknolosi yang rapi/canggih. Biasanya kejahatan kerah putih 
dilakukan secara sistematis dan memanfaatkan sistem yang 
berlaku. Kejahatan kerah putih dipengaruhi oleh : 
g. Profil pelanggan antara lain : status sosial, pendidikan, 
keadaan keuangan dan gaya hidup. 
h. Pengaruh status; karena posisinya sebagai pemimpin atau 
pejabat yang memegang otoritas. 
i. Kesempatan dalam organisasi (organizational of 
opportunity); disini pelaku organisasinya punya posisi 
penting dan mampu untuk merancang kegiatan sehingga 
ada peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. 
j. Faktor pendukung timbulnya kejahatan; dipengaruhi oleh 
kebijaksanaan ekonomi, teknologi informasi baruu, kultur 
masyarakat dan kemakmuran dan kesuksesan. 
                                                          





k. Faktor nilai atau moral; dimana masyarakat 
menempatkan prioritas kehidupannya pada masalah 
materi yang melebihi kejujuran dan integritas moral.
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2. Kecurangan karyawan 
Non management fraudmerupakan tindakan-tindakan 
tidak jujur didalam suatu perusahaan/organisasi yang 
dilakukan oleh karyawan walaupun manajemen telah 
menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk 
mencegahnya. Kecurangan karyawan ini biasanya melibatkan 
perpindahan aktiva/asset dari pemberi kerja, dan merupakan 
tindakan langsung dari pencurian atau manipulasi. Contohnya 
antara lain menaikkan pembayran perusahaan untuk menutupi 
item yang digunakan pribadi keryawan, produk disimpan dan 
dijual untuk kepentingan pribadi.
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Association of Certified Fraud Examination (ACFE), 
salah satu Asosiasi di USA yang memfokuskan kegiatannya 
dalam mencegah dan pemberantasan penyimpangan, menyusun 
peta mengenai fraud di tempat kerja (occupational fraud) yang 
berbentuk pohon dengan cabang dan ranting atau biasa disebut 
juga dengan peta kecurangan. Peta kecurangan menggambarkan 
bagaimana pembagian fraud menurut jenis-jenisnya. Tiga cabang 
utama dari Peta kecurangan fraud tersebut terdiri dari:
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1. Korupsi (corruption) yaitu Tindakan seseorang yang 
menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis 
dengan cara melanggar tugasnya untuk mendapatkan 
keuntungan langsung ataupun tidak langsung. 
2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) yaitu 
Pengambilan aset secara ilegal yang dilakukan oleh 
seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau 
mengawasi aset tersebut atau yang biasa disebut dengan 
penggelapan berupa pencurian aset, penggelapan tanda 
                                                          
62Ibid, 15. 
63Ibid. 
64Rozmita Dewi YR, Fraud Penyebab dan pencegahannya (Bandung: 





terima atau tagihan sehingga menyebabkan entitas membayar 
barang atau jasa yang belum diterima disertai dengan catatan 
atau dokumentasi yang menyesatkan.
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3. Laporan yang dimanipulasi (Financial Statement Fraud) 
yaitu tindakan menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya 
dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian 
laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan, berupa 
perbedaan dalam penerimaan pendapatan, penyembunyian 
utang, pengungkapan yang tidak memadai, dan penilaian aset 
yang tidak memadai. 
Untuk mendeteksi fraud, manajer, auditor, pegawai dan 
pemeriksa harus mempelajari indikator/tanda-tanda atau red flags 
(symptons) dan menindak lanjutinya sampai semua bukti 
terkumpul. Red flags sendiri merupakan keadaan/kondisi yang 
tidak biasa atau janggal atau berbeda dengan keadaan normal. 
Red flags merupakan indikator (symptons) yang menunjukkan 
sesuatu yang tidak biasa telah terjadi dan memerlukan penyidikan 
lebih lanjut. Namun red flags tersebut tidak semestinya 
menunjukkan seseorang bersalah atau tidak, tetapi merupakan 
tanda-tanda yang memperingatkan mungkin fraud telah terjadi. 
Pemeriksa harus menemukan apakah tanda-tanda tersebut 
merupakan hasil dari suatu tindakan fraud atau hal yang lain. 
Keberadaan tanda-tanda fraud harusnya dapat disadari dan 
selanjutnya menjadi indikator yang dapat ditindaklanjuti untuk 
menemukan dan  membuktikan adanya fraud
 66 
Di Indonesia fraud yang terkait dengan perbankan 
dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP 
tentang penerapan strategi anti fraud bagi Bank umum yang 
menyatakan bahwa fraud adalah tindakan penyimpangan atau 
pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, 
atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di 
lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga 
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mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita 
kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan 
keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Pada lembaga keuangan untuk mengendalikan fraud 
digunakan suatu sistem yang disebut Strategi anti fraud yang 
merupakan wujud komitmen sebuah entitas keuangan dalam 
mengendalikan tindakan kecurangan. Kebijakan dan prosedur 
Strategi anti fraud diterbitkan pada tanggal 01 Juni 2012. 
Sedangkan Dasar Hukum penerapan Strategi anti fraud adalah 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 09 
Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank 
Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP 
Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran 
Nomor 2/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi 
Bank Umum.  
Strategi anti fraud terdapat dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia Nomor 13/28/DPNP yang menyebutkan bahwa Bank 
wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang 
disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, 
kompleksitas kegitan usaha, potensi, jenis dan resiko fraud serta 
didukung sumber daya yang memadai.  
Strategi ini berlaku bagi Bank umum, dimana yang 
dimaksud Bank umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini 
merupakan Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara 
konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Strategi anti 
fraud yang dalam penerapannya berupa system pengendalian 
fraud memiliki empat pilar sebagaimana yang terdapat dalam 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP yaitu:
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a) Pencegahan.  
Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian 
yang memuat lankah-langkah dalam rangka mengurangi 
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potensi resiko terjadinya fraud yang mencakup anti fraud 
awareness, identifikasi kerawanan dan know your employee. 
b) Deteksi.  
Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian 
fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka 
mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatn usaha 
Bank yang mencakup kebijakan dan mekanisme whistle 
blowing, surprise audit dan surveillance system. 
c) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi.  
Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari 
sistem pengendalian fraud yang memuat langkah-langkah 
dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem 
pelaporan dan pengenaan sanksi atas fraud dalam kegiatan 
usaha Bank. 
d) Pemantaun, Evaluasi dan Tindak Lanjut.  
Pilar pemantaun, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian 
dari sitem pengendalian fraud yang memuat langkah-langkah 
dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud serta 
mekanisme lebih lanjut. 
Kecendruangan fraud umumnya ditemukan pada praktik 
lembaga keuangan syariah adalah penggunaan metode accrual 
basis dalam hal pengakuan dan penyusunan laporan keuangan. 
Penerapan prinsip accrual basis menyebabkan peluang terjadinya 
abused pada laporan keuangan sehingga dapat mengarah pada 
upaya eranings management sebuah entitas.
69
 Selain itu, 
kecendrungan fraud dapat timbul dari agency problem pada 
kontak mudharabah yang mana dalam pembiayaan ini 
kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak yang 
bermuamalah mutlak diperlukan agar hubungan keagenan yang 
tercipta tidak menimbulkan tindakan fraud. 
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E. Sharia Compliance 
1. Pengertian Sharia Compliance 
Sharia compliance adalah ketaatan Bank syariah 
terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan 
lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah Islam, artinya Bank dalam beroperasinya 
mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya 
menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.
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 Tuntutan 
Pemenuhan Prinsip Syariah (sharia compliance), bila dirujuk 
pada sejarah perkembangan Bank syariah merupakan alasan 
pokok dari keberadaan perbankan syariah dengan munculnya 
kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan 
seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur’an dan 
Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan 
terhadap prinsip syariah dari seluruh aktivitas pengelolaan 
dana nasabah oleh Bank syariah merupakan hal yang sangat 
penting dalam kegiatan usaha Bank syariah. 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 
Umum, yang dimaksud Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian 
tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante 
(preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, 
sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 
Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap 
komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia 
dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kepatuhan 
syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip 
syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristik, 
integritas dan kredibilitas di Bank syariah. Dimana budaya 
kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang 
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mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap 
seluruh ketentuan Bank Indonesia.
71
  
Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) memiliki 
standar Internasional yang disusun dan ditetapkan oleh 
Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana Sharia 
Compliance (Kepatuhan Syariah) merupakan bagian dari tata 
kelola lembaga (Corporate Governance).  Sharia Compliance  
tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja 
bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber 




Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas 
kepada semua hal dalam  industri perbankan syariah terutama 
dengan produk dan transaksinya. Sharia Compliance dalam 
operasional Bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, 
akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas 
perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan yang 
meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga 
merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam Bank 
syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moral dan 
spiritual kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi 
barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan 
pertumbuhan jalan hidup yang Islami.
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2. Tujuan Sharia Compliance 
Bank Umum Syari’ah sebagai salah satu lembaga 
keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus 
mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah. Pemenuhan terhadap 
nilai-nilai syariah menjadi aspek yang membedakan sistem 
konvensional dan syariah. Allah SWT Berfirman dalam Q.S. 
Az-Zariyat: 56 : 
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"Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia kecuali untuk 
menyembah ('ibadah) Ku." (Q.S. Az-Zariyat: 56). 
Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintah 
Nabi Muhammad SAW beristiqamah dalam mengajak 
umatnya mengesakan Allah, karena sesungguhnya itulah 
tujuan penciptaan. Allah tidak menciptakan jin dan manusia 
untuk kebaikan-Nya sendiri, melainkan agar tujuan hidup 
mereka adalah beribadah kepada Allah, karena ibadah 
bermanfaat bagi manusia. 
3. Indikator Sharia Compliance 
Terdapat  indikator-indikator yang dapat digunakan 
untuk mengukur kepatuhan syariah secara kuantitatif. Seperti 
yang dikembangkan oleh beberapa pakar akuntansi Islam 
yang merekomendasikan Islamicity Disclosure Index (IDI) 
sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan Bank 
syariah terhadap prinsip syariah, yang dikembangkan 
berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan  Islami 




Dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator 
untuk mengukur sharia compliance yaitu Islamic Income 
Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), Islamic Investment 
Ratio (IIR). 
a) Islamic Income Ratio (IsIR) 
Islam telah secara tegas melarang transaksi yang 
melibatkan riba, gharar dan judi. Akan tetapi, saat ini 
masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak 
sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi 
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Bank-Bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur 
setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang 
dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima 
pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika Bank 
syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, 
maka Bank harus mengungkapkan informasi seperti 
jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur 
apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya 
transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan 
keuangan Bank syariah jumlah pendapatan non-halal 
dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan 
qardh.
75
 Islamic Income Ratio digunakan untuk menilai 
persentase pendapatan islam dari seluruh total pendapatan 
yang diterima Bank syariah baik pendapatan halal maupun 
non halal. 
b) Profit Sharing Ratio (PSR)  
Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah 
bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk 
mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil 
mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui 
rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh 
melalui dua akad, yang pertama adalah mudarabah yaitu 
penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana 
untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan 
pembagian berdasarkan profit and loss sharing. Akad 
yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian antara 
pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada 
suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang 
telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung 
semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-
masing.
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 Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana 
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Bank syariah telah menggunakan aktivitas bagi hasil 
dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk 
menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan 
bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah. 
c) Islamic Investment Ratio (IIR)  
Islamic Investment Ratio adalah rasio pengukuran 
yang  menggambarkan perbandingan antara investasi halal 
dengan total investasi (halal dan non halal). Seperti yang 
diketahui bahwa prinsip Islam melarang adanya unsur 





F. Islamic Corporate Governance 
Islamic Corporate Governance merupakan konsep 
organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua 
kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Di 
dalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses atau 
mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan 
mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung 
jawab terhadap lingkungan dan para stakeholder.
78
  
Di dalam perspektif Islamic Corporate Governance yang 
dimaksudkan adalah perusahaan dan manusia yang menjadi 
penggeraknya memililki peran yang berbeda dari konsepsi 
perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat 
untuk mengakumulasi kekayaan (a place of wealth), tapi juga 
menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah (a place 
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Konsep tata kelola perusahaan atau corporate governance 
memiliki cakupan yang luas dan tidak terdapat pemisah antara 
peran dan tanggung jawab dalam semua tindakan serta kewajiban 
yang berada di bawah nauangan hukum Islam.
80
 Tata kelola 
perusahaan yang baik menurut Islam, yang dalam terminologi 
modern disebut dengan Islamic Corporate Governance  berkaitan 
dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah 
r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila 
seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.  
Menurut Syahroza, secara etimologis kata governance 
berasal dari bahasa Perancis kuno gouvernance yang berarti 
pengendalian (control) dan suatu keadaanyang berada dalam 
kondisi terkendali (the state of being governed).
81
 Adapun 
pengertian dari Corporate governance dalam kamus ekonomi 
diartikan sebagai “penguasaan perusahaan” dan didefinisikan 
sebagai pokok persoalan mengenai siapa yang berkuasa atau 
mengawasi perusahaan join saham (joint-stock company).
82
 
Islamic Corporate Governance merupakan konsep 
organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua 
kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. 
Didalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses atau 
mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan 
mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung 
jawab terhadap lingkungan dan para stakeholder.
83
 
Islamic Corporate governance (Tata kelola perusahaan 
Islami) dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen yang 
menempatkan pertanggungjawaban spiritualitas, dengan prinsip 
dasar transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, moralitas dan 
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keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, 
sementara yang paling penting dan hakiki adalah sebagai ibadah 
makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah).
84
 
Definisi ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola perusahaan, 
pertanggungjawaban manajemen tidak hanya terbatas 
pertanggungjawaban materiil kepada pemegang saham atau 
stakeholders lainnya, namun ada pertanggungjawaban yang lebih 
hakiki yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT.
85
 
Islam mempunyai Prinsip yang jauh lebih lengkap dan 
lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada 
Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok 
pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata 
kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern 
disebut sebagai Islamic Corporate Governance berkaitan dengan 
hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : 
ل مه  قهاله  : إِن   للاه  يُِحب   سه لهْيوِ   وه ل   عه ُسْىله  للاِ  اللهُىصه ها ، أهن   ره ْن ِضيه  للاُ  عه هْ  ره تهعه ائِشه  عه
لا  أهنْ  يُْتقِنهوُ  (رواه يلطبران) مه ُدُكمْ  عه ِمله  أهحه ا عه   إِذه
Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang 
apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan 
itqan.” (HR. Thabrani). 
Muqorobin menyatakan bahwa Islamic Corporate 




Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran 
Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh 
aktifitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial 
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 Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri 
yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah 
maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan 
adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang 
sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan 
bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik 
hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak 
melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. 
Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah 
bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi 
bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.
88
 
b. Taqwa dan ridha 
Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip 
utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun 
azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Dalam melakukan 
suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau 
sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan 
muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan 
pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal initerjadi, dapat 
membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini 
menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.
89
 
c. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) 
Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-„adalah 
(keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam 
Islam. Tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan 
fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang 
kemudian sering menjadi wilayah al-„adalah atau keadilan 
sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial 
kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. 
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Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan 
perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan 
kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah 




Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan 
(kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh 
mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung 




Terdapat perbedaan konsep tata kelola perusahaan 
(corporate governance) persfektif konvensional dan tata kelola 
perusahaan persfektif islam. Perbedaan yang sangat mendasar 
bahwa tata kelola perusahan persfektif islam berpangkal pada 
tauhid, syariah dan konsep syura’. Pedoman tata kelola 
perusahaan Islami lebih memfokuskan pada peran pemangku 
kepentingan (stakeholder) yang berhubungan dengan perushaan, 
hal tersebut adanya perbedaan antara tata kelola perushaan 
(Corporate Governance) dengan tata kelola perusahaan secara 
Islam (Islamic Corporate Governance). Adapun prinsip dasarnya 
adalah sebagai berikut :
92
 
a. Transparansi (transperancy) adalah prinsip keterbukaan 
dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan 
serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 
Prinsip transparansi dapat pula diartikan sebagai keterbukaan 
perusahaan mengenai informasi yang dimilikinya baik dalam 
proses pengambilan keputusan maupun keterbukaan 
informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 
Informasi material dan relevan yang dimaksud adalah 
informasi mengenai naik turunyya harga saham perusahaan 
yang berdampak pada risiko dan prospek perusahaan di masa 
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  Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis 
Bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk 
melindungi kepentingan stakeholder. 
Dalam hubungannya dengan Islam, konsep 
Transparency (keterbukaan) telah diungkapkan di dalam Al-
Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 : 
                             
         ( البقرة:٢٥٥( 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
menjalankan sesuatu dengan hutang piutangyang diberi 
tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah 
kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan 
hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan 
adil (benar). Dan janganlah seorang penulis enggan menulis 
sebagaimana Allah telah mengajarkannya….” (Q.S Al-
Baqarah : 282) 
b. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur dan 
pertanggungjawaban pragan perusahaan sehingga 
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
94
 
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 
mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha Bank 
syariah. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, Bank 
syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki 
kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan 
kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, Bank 
syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan professional 
dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, 
nasabah, dan pemangku kepentingan lain. 
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Responsibilitas merupakan tanggung jawab 
perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan 
yang berlaku, ketentuan bisnis syariah, serta termasuk 
ketentuan mengenai lingkungan hidup, perlindungan 
konsumen, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik 
persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan 
kerja, dan peraturan lain yang mengatur kehidupan 
perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.
95
 Bisa 
diartikan pula perusahaan dalam mengelola perusahaan dapat 
mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan 
yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab perusahaan yang 
baik. Perusahaan berusaha untuk membangun mitra dengan 
pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-




Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu 
bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari 
pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang 
tinggi untuk mengembangkan Bank syariah. Untuk 
melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip Islamic Corporate 
Governance, perusahaan harus dikelola secara independen 
sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
Independensi sangat penting dalam pengambilan keputusan. 
Hilangnya independensi dalam proses pengambilan 
keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam 
pengambilan keputusan tersebut.
97
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Kewajaran yakni keadilan didefinisikan sebagai 
perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak 
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
98
 Kewajaran 
mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang 
sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan 
kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan 
kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku 
kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan 
kesetaraan dari masing‐ masing pihak yang bersangkutan. 
Bank umum syariah diwajibkan secara berkala 
melakukan penilaian sendiri (self assesment) secara 
komprehenshif terhadap tata kelola perusahaan secara Islami. 
Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 
tentang penilaian tingkat kesehatan  Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah didalamnya menjelaskan mengenai self 
assessment bagi Bank Umum Syariah harus mencakup 11 faktor 
berikut: 
1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 
3) Kelengkapan tugas dan pelaksanaan tugas komite 
4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS 
5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan 
dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 
6) Penangan benturan kepentingan 
7) Penerapan fungsi kepatuhan Bank 
8) Penerapan fungsi audit internal 
9) Penerapan fungsi audit ekternal 
10) Batasan maksimum penyaluran dana 






11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan 




Perangkat-perangkat diatas, pada dasarnya berlaku bagi 
semua Bank, baik Bank konvensional maupun Bank syariah. 
Adapun yang membedakannya adalah bahwa di Bank syariah 
perlu adanya seperangkat yang dapat menjamin kepatuhan 
kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Khusus untuk 
meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh Bank syariah, 
setidaknya terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh 
yaitu: 
a. Perlunya pengefektifan aturan dan mekanisme pengakuan 
(endorsement) dari otoritas Fatwa dalam hal ini DSN-MUI 
dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan 
jasa keuangan Bank dengan prinsip syariah. 
b. Perlunya pengefektifan sistem pengawasan yang memantau 
transaksi keuangan Bank sesuai dengan Fatwa yang 
dikeluarkan oleh Otoritas Fatwa Perbankan. Terkait dengan 
hal ini, permasalahan yang sering muncul adalah masih 
minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fikih dan 




Secara yuridis Bank syariah bertanggung jawab kepada 
banyak pihak (stakeholders) yaitu nasabah, pemegang saham, 
investor obligasi, regulator, pegawai, masyarakat dan lingkungan 
sehingga penerapan Islamic Corporate Governance merupakan 
suatu kebutuhan bagi setiap Bank syariah. Penerapan Islamic 
Corporate Governance merupakan wujud pertanggungjawaban 
Bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu Bank syariah 
dikelola secara baik, professional dan hati-hati dengan tetap 
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berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa 
mengabaikan kepentingan stakeholder dan  lainnya. 
Penerapan sistem Islamic Corporate Governance dalam 
Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi 
semua pihak yang berkepentigan (stakeholders) melalui beberapa 
tujuan berikut:  
1) Meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan kesinambungan 
suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada 
terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan 
stakeholder lainnya sekaligus merupakan solusi yang elegan 
dalam mengahadapi tantangan organisasi kedepan.  
2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan 
terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.  
3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para 
stakeholder.  
4) Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah 
demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara 
legitimasi.  
5) Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul 
antar pihak principal dan agent. 
6) Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal 
positif untuk para penyedia modal. Meningkatakan nilai 
perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih 
rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang 
lebih baik dari stakeholders atas kinerja perusahaan di masa 
depan. 
Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, 
penerapan Islamic Corporate Governance pada Bank syariah 
diharapakan semakin meningkatkan kepercayaan publik kepada 
Bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan 
stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa 
terpelihara dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam 





akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan 
lembaga keuangan internasional lainnya. 
  
G. Pengajuan Hipotesis 
Hipotesis merupakan hubungan dua variabel atau lebih 
untuk menjawab sementara terhadap rumusan masalah penelitian 
berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
pengumpulan data.
101
 Adapun Hipotesis yang diuji dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh Sharia Compliance (PSR ,IIR, IsIR,)  terhadap 
Fraud di Bank Syariah 
a. Pengaruh Islamic Income Ratio terhadap Fraud di 
Bank Syariah 
Pendapatan Islam merupakan pendapatan yang 
berasal dari kegiatan islam serta investasi yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariat islam. Prinsip syariah 
melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, 
perjudian serta hal haram lainnya dan hanya melakukan 
transaksi yang bersifat halal.
102
 Pada penelitian yang 
dilakukan dilakukan Nusron yang menjelaskan bahwa 
variabel islamic income ratio terdapat pengaruh dengan 




Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis 
dirumuskan sebagai berikut:  
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H1 = Islamic Income Ratio  berpengaruh negatif 
dan siginifikan terhadap fraud  di Bank Syariah. 
b. Pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap Fraud di Bank 
Syariah 
       Profit Sharing Ratio (PSR) salah satu unsur 
terpenting dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan 
cara bagi hasil. Ratio ini digunakan untuk melihat 
bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi 
hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan yang 
dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan 
musyarakah.  
  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Marheni, bahwa beberapa agency problem yang ditemui 
dalam mudharabah antara lain konflik kepentingan 
dimana mudharib bertindak mengabaikan hubungan 
kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak 
berdasarkan prinsipnya. Sehingga ketika prinsip bagi 
hasil dalam Bank syariah telah dilakukan secara baik dan 
sesuai syariah diharapkan dapat mengurangi terjadinya 
kecurangan karena lebih menggerakkan sektor rill dan 
menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan 
konsumtif.  
 Hal ini menunjukkan bahwa apabila pembagian 
bagi hasil tinggi maka fraud yang terjadi pada Bank 
syariah rendah, dapat berlaku sebaliknya. Dengan 
demikian ada pengaruh dan signifikan Profit Sharing 
Ratio terhadap fraud.
104
 Berdasarkan penjelasan tersebut, 
hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 
 H2 = Profit Sharing Ratio berpengaruh dan 
signifikan terhadap Fraud di Bank syariah 
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c. Pengaruh Islamic Investment Ratio terhadap Fraud di 
Bank Syariah 
Islamic Investment Ratio merupakan prinsip 
melarang adanya unsur riba’, gharar, dan judi dalam 
kegiatannya termasuk investasi. Ratio investasi islam 
digunakan untuk persentase dari investasi islam yang 
digunakan bank terhadap keseluruhan investasi.  
Ghofur dan Santika menyatakan bahwa Variabel 
IIR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap fraud 
pada Bank syariah.
105
  Berdasarkan teori agensi, apabila 
nilai investasi yang ditanamkan tinggi, maka manajer 
telah mengelola dana investor dengan jujur dan baik 
sesuai dengan tujuan diawal. Apabila manajer sudah 
bersedia jujur itu berarti dia akan cenderung menghindari 
melalukan tindakan kecurangan dimana nilai fraud 
perusahaan akan menurun. Hal ini mengindikasi jika 
semakin tinggi ratio Islamic Investement Ratio Bank 
Syariah maka tindakan Fraud akan mengalami 
penurunan.  
Tetapi kenyatannya masih terjadi kecurangan 
pada Bank syariah. Hal ini dapat disebabkan karena aset 
merupakan akun yang rentan terhadap manipulasi dan 
pencurian sehingga investasi yang telah dilakukan sesuai 
dengan prinsip syariah tersebut tidak dapat memberikan 
konstribusi yang besar dalam mengurangi jumlah fraud 
yang terjadi di Bank syariah.Berdasarkan penjelasan 
diatas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 
H3 = Islamic Investment Ratio tidak 
berpengaruh terhadap Fraud di Bank Syariah. 
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2. Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Fraud 
di Bank Syariah 
 Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang 
tata kelola perusahaan pada Bank syariah, seperti yang 
dilakukan oleh Anugerah yang meneliti peranan Good 
Corporate Governance dalam pencegahan fraud, yang 
menunjukan hasil bahwa penerapan mekanisme internal dan 
eksternal tata kelola perusahaan dengan memperhatikan dan 




Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya 
mengenai Islamic corporate governance dan pengaruhnya 
terhadap fraud sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat 
diketahui bahwa semakin baik penerapan tata kelola 
perusahaan maka diharapkan semakin sedikit jumlah fraud 
yang terjadi pada bank syariah. Baik tidaknya penerapan tata 
kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil self assessment 
yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang 
dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang 
pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah, di mana dalam Surat Edaran BI tersebut penilaian 
atas penerapan tata kelola perusahaan di lihat dari nilai 
komposit hasil self assessment, yang mana semakin kecil nilai 
komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan 
tata kelola pada bank syariah tersebut.  Maka dapat 
disimpulkan bahwa semakin kecil nilai komposit hasil self 
assessment bank syariah diharapkan fraud yang terjadi 
semakin rendah atau berkurang. Sehingga dapat disusun 
hipotesis penelitian sebagai berikut :  
H4 : Islamic Corporate Governance berpengaruh 
terhadap fraud pada Bank Syariah. 
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H. Kerangka Berfikir 
Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan 
operasionalnya berdasarkan dengan Prinsip Syariah. Semakin 
berkembangnya Bank Syariah membuat tantangan yang dihadapi 
semakin besar, terutama dalam mempertahankan reputasi dan 
nama baik dengan harapan nasabah akan tetap percaya terhadap 
Bank Syariah.  
Munculnya isu-isu mengenai lemahnya tata kelola 
perusahaan pada perbankan syariah yang mendasari penelitian ini,  
salah satunya menyangkut Sharia Compliance, dimana 
manajemen Bank Syariah belum dapat memberikan jaminan 
kepatuhan syariah yang baik pada setiap layanan produk dan jasa 
perbankan yang diberikan. Selain Sharia Compliance, Tata kelola 
perusahaan berdasarkan prinsip syariah (Islamic Corporate 
Governance) juga memiliki peranan penting dalam mencegah 
terjadinya kecurangan pada Bank syariah. Sebab Lemahnya 
penerapan tata kelola perusahan dapat mempengaruhi kinerja dan 
dapat memberikan peluang terjadinya tindakan kecurangan. 
Diterapkannya Sharia Compliance dan Islamic Corporate 
Governance dengan maksud untuk mewujudkan tujuan bersama, 
demi menjaga amanah dan eksistensi Bank syariah.  
Dalam penelitian ini menjelaskan dan memberi informasi 
yang bertujuan untuk mempermudah dan memahami terkait 
faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya fraud. Adapun 
variabel-variabel independen yang mendukung yaitu Sharia 
Compliance dengan pengukuran menggunakan 3 indikator yaitu 
Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio dan Islamic Invesment 
Ratio yang diungkapkan dalam Laporan keuangan masing-masing 
Bank syariah Periode 2016-2020, Islamic Corporate Governance 
dilihat dari Nilai Komposit hasil Self Assestment yang 
diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 
masing-masing Bank syariah periode 2016-2020, dan variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah Fraud yang di lihat dari 






Berdasarkan uraian tersebut diperoleh  hubungan antara 
variabel independen dan variabel dependen  yang tertuang dalam 
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